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ABSTRACT 

 

 The success of the PTSL program requires the support of relevant 

parties, especially the Village Government as the regional ruler. The involvement 

of the Village Government is not accommodated in the implementation budget of 

the PTSL. Therefore, in various regions to pay fees to the public participants 

PTSL. The existence of these charges caused the Village Government in various 

areas to be exposed to Operation Capture Hand (OTT). This resulted in the 

implementation of the PTSL in various regions. This condition is different with 

the activities of PTSL in Semarang regency that runs smoothly because of the 

Village Rule as the basis of the handling in the implementation of PTSL. 

 The purpose of this research is to know the implementation of Village 

Regulation as supporting instrument of PTSL implementation in Semarang 

Regency. To achieve the objective, qualitative method is used with descriptive 

approach, with the aim to be able to understand the events that occur and able to 

describe the influence of the existence of Village Regulation on the 

implementation of PTSL in Semarang regency. The research was conducted by 

interviewing informants covering the committee of PTSL implementers in the 

Land Office of Semarang Regency, related institutions, Village Heads, Village 

Devices, and the community. The results of the study were based on interviews, 

document studies and researcher observations during the research location and the 

legislation regulating the village regulations. 

 Based on the result of research, the implementation of Village 

Regulation in Semarang Regency is based on the result of the deliberation and not 

a one-way policy (top down) from the Village Government. Therefore, village 

regulations have a role in the implementation of PTSL activities. Steps that need 

to be taken are improvements to the Village Rules to be more efficient and 

effective in order to achieve the expected goals and realize justice. 

 

Keywords: Village Government, levies, Village Rules, deliberations, roles 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Tanah memiliki arti penting dalam kehidupan manusia karena 

kelangsungan hidup manusia berkaitan dengan tanah. Tanah merupakan 

pondasi dari semua kegiatan yang dilakukan oleh manusia, baik kegiatan 

yang bersifat sosial, ekonomi, perdagangan dan sebagainya karena tanah 

merupakan harta kekayaan yang mempunyai nilai sangat tinggi
1
. Selain itu, 

tanah sebagai sumber daya yang langka diperlukan untuk memenuhi kegiatan 

industri, jasa, serta kegiatan lain
2
. Oleh karena itu, pendaftaran tanah 

dijadikan program prioritas oleh pemerintah saat ini. Hal ini dapat dilihat dari 

target jangka panjang yang digagas oleh pemerintah, yaitu pada tahun 2025 

diharapkan bidang tanah di seluruh Indonesia sudah terdaftar.  

Upaya penyelenggaraan pendaftaran tanah ini sejalan dengan amanat 

Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) dalam Pasal 19 ayat (1) bahwa 

“untuk menjamin kepastian hukum diadakan pendaftaran tanah di seluruh 

wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dalam 

Peraturan Pemerintah”. Kemudian hal itu, diimplementasikan dalam 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 10 Tahun 1961 tentang 

Pendaftaran Tanah. Banyaknya persoalan pendaftaran tanah yang muncul 

karena perkembangan zaman dan tidak mampu diselesaikan oleh Peraturan 

Pemerintah No. 10 Tahun 1961. Oleh sebab itu, pemerintah menerbitkan 

Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dengan 

diikuti terbitmya aturan pelaksanaannya termuat pada Peraturan Menteri 

Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No.3 Tahun 1997 tentang 

Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang 

                                                           
1 Agus Prawoto. Teori dan Praktek Penilaian Properti. (Yogyakarta: BPFE, 2003), hlm 1 
2
 Maria S. W. Sumardjono. Tanah Dalam Perspektif Hak Ekonomi Sosial dan Budaya. (Jakarta: 

Kompas, 2008), hlm 219 
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Pendaftaran Tanah. Menurut ketentuan Pasal 1 butir (1) Peraturan Pemerintah 

No. 24 Tahun 1997: 

“Pendaftaran Tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh 

pemerintah secara terus menerus berkesinambungan dan teratur 

meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan dan penyajian serta 

pemeliharaan data fisik dan data yuridis dalam bentuk peta dan daftar 

mengenai bidang-bidang tanah dan satuan rumah susun termasuk 

pemberian surat tanda bukti haknya dan hak milik atas satuan rumah 

susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya”. 

Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) ini hadir 

guna memenuhi target dari pemerintah. Program PTSL ini adalah wujud dari 

tanggung jawab Kementerian ATR/BPN dalam mendukung agenda kelima 

dari sembilan agenda prioritas pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla yang 

disebut NAWA CITA, yaitu mendorong program kepemilikan tanah sembilan 

juta hektar. Kesuksesan program PTSL ini tidak semata-mata hanya menjadi 

beban Kementerian ATR/BPN saja, namun perlunya dukungan dari pihak-

pihak terkait. Oleh karena itu, untuk menyukseskan kegiatan PTSL, 

dibutuhkan dukungan terutama dari Kementerian Dalam Negeri serta 

jajaranya sampai dengan level terbawah yaitu desa/kelurahan. Dilihat dari 

objek tanahnya, maka objek tersebut berada di wilayah desa/kelurahan, dan 

bila dilihat dari subjek tanahnya, pemiliknya sebagian besar merupakan 

warga masyarakat dari objek tanahnya tersebut berada. Pemerintah Daerah 

dalam hal ini sebagai penguasa administrasi di wilayah tersebut mempunyai 

peran yang sangat besar dalam kesuksesan program PTSL. Oleh karena itu, 

diharapkan Pemerintah Daerah berperan aktif dalam menjembatani antara 

kantor pertanahan sebagai pelaksana utama program PTSL dan Pemerintah 

Desa sebagai penguasa wilayah.  

Pada Pasal 1 Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa  

disebutkan bahwa “Pemerintah   Desa   adalah   Kepala   Desa   atau   yang 

disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur 

penyelenggara pemerintahan desa”. Keterlibatan Pemerintah Desa, khususnya 

Aparat Desa yang terlibat langsung di lapangan inilah yang tidak diakomodir 

dalam anggaran pelaksanaan PTSL. Hal ini kemudian menyebabkan di 
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berbagai daerah membebankan biaya wajib (pungutan) kepada masyarakat 

peserta PTSL, yang nantinya digunakan dalam pelaksanaan kegiatan PTSL di 

desa. Adanya pungutan ini menyebabkan beberapa Aparat Desa di 

pemerintahan desa di berbagai daerah terkena Operasi Tangkap Tangan 

(OTT) oleh Tim Saber Pungli.  

Berdasarkan Tribunnews.com 20 Maret 2017, gencarnya kasus 

Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap sejumlah Perangkat Desa dalam 

program PTSL oleh Saber Pungli di Jatim belakangan ini membuat para 

Kepala Desa resah. Sejumlah Kepala Desa pun menjadi takut menjalankan 

program PTSL, dan sebagian lagi memilih menghentikan sementara proyek 

tersebut. Padahal, kuota atau jatah program PTSL 2017 untuk Jawa Timur 

naik empat kali lipat dari tahun sebelumnya. Selain itu, berdasarkan Duta.co 

11 Juni 2017, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pasuruan terus mendorong 

percepatan pelaksanaan proyek PTSL di daerahnya. Namun upaya itu justru 

berlangsung sebaliknya, karena program proyek sertipikasi tanah ini 

terhambat. Penyebab utamanya karena para Perangkat Desa yang menjadi 

panitia PTSL enggan menjalankan kegiatannya, lantaran mereka takut terkena 

Operasi Tangkap Tangan (OTT) dari Tim Saber Pungli. Hal serupa juga 

terjadi di daerah lain seperti yang termuat dalam Kbr.id 3 Februari 2017, 

bahwa Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kabupaten 

Cilacap Jawa Tengah mengancam tak melanjutkan program PTSL yang 

tengah dikerjakan di 66 Desa di seluruh Cilacap. Ketua APDESI Wahyu 

Manunggal Cilacap, Teguh Budi Suhartono mengatakan para Kepala Desa di 

Cilacap bakal memboikot proyek sertipikasi tanah PTSL bila sejumlah Aparat 

Desa tetap diproses hukum atas tuduhan pungutan liar (pungli) dalam 

kegiatan sertifikasi tanah. Hal ini tentu menjadi permasalahan yang serius 

dalam pelaksanaan PTSL.  

Pada Pasal 12 huruf (e) Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan 

Tindak Pidana Korupsi dinyatakan bahwa:  
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“Pungli merupakan suatu perbuatan yang dilakukan pegawai negeri 

atau penyelenggara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri 

atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan 

menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan 

sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, 

atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri”.  

Saber Pungli  adalah program pemerintah satuan tugas sapu bersih 

pungutan liar, dan Tim Saber Pungli  adalah salah satu bagian kebijakan 

pemerintah dalam melaksanakan reformasi di bidang hukum 

(https://saberpungli.id/faq). Pada Pasal 3 Peraturan Presiden No. 87 Tahun 

2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar, fungsi Saber Pungli  

yaitu Intelijen, pencegahan, sosialisasi, penindakan serta yustisi. Oleh sebab 

itu, Satgas Saber Pungli  diberikan kewenangan untuk melaksanakan Operasi 

Tangkap Tangan (OTT). Maraknya Aparat Desa yang terkena OTT 

mengakibatkan adanya protes keras dari Pemerintah Desa. Akibatnya 

Pemerintah Desa tidak mau lagi terlibat dalam kegiatan PTSL ini. Hal ini 

mengakibatkan terkendalanya pelaksanaan PTSL di berbagai daerah. 

Bercermin dari permasalahan yang ada, maka pada pertengahan bulan Mei 

tahun 2017 diterbitkanlah Surat Keputusan Bersama Menteri Agraria dan 

Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Menteri Dalam Negeri, Menteri 

Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Tentang 

Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Sistematis. Surat Keputusan Bersama ini 

dimaksudkan untuk mendorong pihak-pihak terkait untuk berperan aktif 

dalam pelaksanaan PTSL. Namun demikian, surat keputusan bersama ini 

dianggap terlambat karena terbit setelah banyaknya Aparat Desa yang 

tertangkap OTT. Akibatnya walaupun sudah ada surat keputusan ini, masih 

banyak di berbagai daerah yang tidak berani mengimplementasikan surat 

keputusan tersebut. Hal itu disebabkan karena adanya rasa takut yang masih 

menghantui Pemerintah Desa.  

Kondisi yang berbeda dengan di Wilayah Kabupaten Semarang yaitu 

semua Pemerintah Desa yang wilayahnya merupakan objek dari kegiatan 

PTSL mempunyai suatu Peraturan Desa sebagai dasar pegangan dalam 
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pelaksanaan PTSL di lapangan. Salah satu tujuan adanya Peraturan Desa ini 

yaitu untuk melegalkan pungutan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa 

sehingga dalam pelaksanaan PTSL ini Aparat Desa di Kabupaten Semarang 

terhindar dari OTT. Legalnya pungutan inilah yang mendorong Pemerintah 

Desa di Kabupaten Semarang untuk mendukung kesuksesan pelaksanaan 

kegiatan PTSL di Kabupaten Semarang. Hal inlah yang menyebabkan Kantor 

Pertanahan Kabupaten Semarang bisa dikatakan sukses dalam pelaksanaan 

PTSL tahun 2017. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti meneliti mengapa 

ditengah ramainya penolakan Aparat Desa terhadap program PTSL yang 

disebabkan karena banyaknya Aparat Desa yang terkena OTT, terdapat suatu 

kondisi yang berbeda di wilayah Kabupaten Semarang yang sukses dalam 

pelaksanaan PTSL karena dukungan dan keterlibatan penuh dari Aparat Desa 

karena adanya instrumen Peraturan Desa. Peneliti telah melakukan penelitian 

dengan judul “Peraturan Desa Sebagai Instrumen Pendukung 

Pelaksanaan Pendaftaran Sistematik Lengkap Di Kantor Pertanahan 

Kabupaten Semarang (Studi kasus di Desa Sukorejo)”. 

B. Perumusan Masalah 

Bagaimana pelaksanaan Peraturan Desa sebagai instrumen pendukung 

pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap? 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Untuk mengetahui pelaksanaan Peraturan Desa sebagai intrumen 

pendukung pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. 

2. Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan penelitian, yaitu: 

a. Adanya penelitian ini nantinya diharapkan bisa menjadi masukan bagi 

pemerintah dan lembaga mengenai perlunya suatu peraturan terhadap 

pihak terkait yang dapat mendukung dan menyukseskan program 

PTSL.  
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b. Adanya penelitian ini nantinya diharapkan dapat menjadi suatu 

rujukan yang dapat diterapkan di daerah lain agar kegiatan PTSL bisa 

berjalan lancar seperti di Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang, 

serta juga berguna bagi Pemerintah Desa di daerah lain agar 

keterlibatanya dalam kegiatan PTSL terhindar dari jerat hukum. 
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BAB VI 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

 Kesimpulan yang diperoleh berdasarkan uraian hasil dan 

pembahasan tentang Peraturan Desa sebagai instrumen pendukung 

pelaksanaan PTSL di Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang, yaitu:  

Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang telah melaksanakan 

kegiatan PTSL dengan menyelesaikan target sebanyak 83,1% per 

tanggal 17 Desember 2017. Belum tercapainya 100% disebabkan 

karena terbatasnya waktu dan sumber daya manusia bukan karena 

ada permasalahan pada saat pelaksanaan di lapangan. Pelaksanaan 

PTSL di lapangan sukses dilaksanakan karena ada keterlibatan dari 

Pemerintah Desa. Keterlibatan Pemerintah Desa ini lebih 

dipengaruhi karena adanya Perdes sebagai pendukung dalam 

pelaksanaan kegiatan PTSL. Hal ini dapat dilihat dari peran Perdes 

dalam kegiatan PTSL, peran tersebut yaitu: (a). Membentuk 

kepanitiaan desa guna membantu persiapan dan pelaksanaan 

kegiatan PTSL; (b). Mewujudkan transparasi biaya yang 

dibutuhkan dalam kegiatan PTSL; (c). Sebagai dasar hukum 

melakukan pungutan untuk menutupi kekurangan biaya yang telah 

ditetapkan dalam Surat Keputusan Bersama tiga menteri, yaitu 

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan 

Nasional, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Desa, Pembangunan 

Daerah Tertinggal dan Transmigrasi; (d). Membawa perubahan 

sosial berupa rasa percaya diri bagi Pemerintah Desa dan pengaruh 

positif bagi pandangan masyarakat terhadap kegiatan PTSL. 
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B. Saran 

1. Perlu adanya koordinasi antara Aparat Desa dengan instansi terkait 

dalam penyusunan draft Perdes agar terwujud keseragaman Perdes 

yang digunakan dalam mendukung pelaksanaan kegiatan PTSL. 

2. Penyusunan draft Perdes sebaiknya harus memperhatikan peraturan-

peraturan yang terkait sebagai dasar penerbitannya sehingga semakin 

memperkuat keberadaan Perdes tersebut. 

3. Aparat Desa harus selalu memperhatikan keberlakuan dari suatu 

peraturan yang terkait agar tujuan dari Perdes tersebut dalam rangka 

melegalkan pungutan semakin kuat. 

4. Perlu penyeragaman terkait poin-poin yang disebutkan dalam RAB 

agar terjadi keseragaman terkait poin-poin pembiayaan yang ada di 

desa sehingga meminimalisir timbulnya pertanyaan-pertanyaan yang 

tidak perlu. 

5. Perlunya peran Kantor Pertanahan dalam pembentukan 

POKMASDARTIBNAH di desa-desa sehingga dengan  terbentuknya 

POKMASDARTIBNAH di desa tidak hanya membantu pelaksanaan 

program PTSL, namun dapat membantu program-program strategis 

pertanahan lainnya ditahun yang akan datang 
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